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ABSTRAK 

Ridho Primananda : Perilaku Golongan Putih (golput) dalam Pemilihan  

Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 

di Kecamatan Koto Tangah 

Pada Pemilukada kota Padang yang diselenggarakan dua kali putaran 

pemilihan masih terdapat angka golongan putih yang cukup tinggi. Di antara 

sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah memiliki 

tingkat golongan putih yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya 

yaitu pada putaran pertama sebanyak 43% dan pada putaran kedua meningkat 

menjadi 45.7%. Oleh sebab itu penulis ingin melihat faktor apa saja yang 

menyebabkan tingginya angka golongan putih pada Pemilukada Kota Padang dan 

ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang dalam 

meminimalisir angka golongan putih untuk pemilu yang akan datang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan 

informan  dalam  penelitian ini memakai  teknik purposive sampling dan 

snowball sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data 

dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama 

penelitian dianalisis dengan cara reduksi data (data reduction), penyajian data 

(display data) dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, faktor-faktor penyebab golput 

masyarakat pada Kecamatan Koto Tangah disebabkan oleh, 1) Faktor Psikologis, 

datang dari hati nurani yang menganggap semua calon kandidat tidak memiliki 

kompetensi. 2) Faktor Sistem Politik yaitu disebabkan oleh campur tangan partai 

politik sebagai kendaraan bagi calon kandidat, serta tindakan-tindakan kecurangan 

yang dilakukan seperti black campaign, money politik dan lain-lain. 3) Faktor 

Kepercayaan Politik disebabkan oleh rasa pesimis masyarakat terhadap kualitas 

calon kandidat, 4) Faktor Sosial-Ekonomi disebabkan oleh kegiatan masyarakat 

yang lebih mengutamakan untuk mencari nafkah dibandingkan untuk 

menggunakan hak pilih. Untuk menimalisir hal ini, maka KPUD Kota Padang 

berupaya 1) Meningkatkan sosialisasi, 2) Inisiatif melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat, 3) Kampanye sehat calon kandidat ataupun partai politik. Saran 

penulis pada penelitian ini kepada lembaga yang mempunyai kewenangan agar 

lebih memperjelas aturan dan UU yang terkait dengan pelaksanaan pemilu agar 

masyarakat memiliki kesadaran dalam berpolitik, terutama kepada KPUD Kota 

Padang agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk menimalisir tingkat golput 

masyarakat pada pemilu yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan 

kenegaraan sebagai pelaksanaan dari sistem demokrasi yang ada pada suatu 

negara. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk 

dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan (May Rudy, 2007: 87). 

Pemilihan umum menurut Dieter Nohlen dibagi menjadi 2 pandangan, dalam 

arti luas, pemilihan umum ialah segala proses yang berhubungan dengan hak 

pilih, administrasi pilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit 

pemilu ialah cara pemilih dalam mengekspresikan pilihan politiknya melalui 

pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di 

parlemen atau pejabat publik (Basri, 2011: 126). Objek pemilihan umum ini 

tidak lain adalah manusia itu sendiri, bagaimana manusia berstatus pemilih. 

Keikutsertaan manusia itu sendiri sangat diperlukan dalam sebuah pemilihan 

umum. Dalam mencapai hal tersebut ialah lewat sosialisasi politik yang 

nantinya akan berimplementasi pada partisipasi politik, semua itu tentunya 

dilakukan oleh Partai Politik. 

Pelaksanaan pemilihan umum, baik legislatif, presiden ataupun kepala 

daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau 

golput. Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi sosok yang 

mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan karena 

golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah 

ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan menyamai 
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dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatu pemilihan umum atau 

pemilihan kepala daerah.  Angka golongan putih (golput) atau voter’s turn out 

(VTO) apalagi jika sudah melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya 

akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon/kandidat adalah sudah 

merepresentasikan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek 

turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan  

maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang (Rabbani, 

2013: 11-12). Hal ini salah satunya dapat kita lihat pada pemilihan kepala 

daerah Kota Padang yang dilaksanakan dua kali putaran pemilihan, yang mana 

putaran pertama diikuti oleh 10 pasangan calon walikota dan wakil walikota 

sedangkan pada putaran kedua merupakan lanjutan dari putaran pertama yang 

hanya diikuti oleh dua pasangan calon walikota dan wakil walikota. 

Jika dilihat berdasarkan statistik tingkat partisipasi politik masyarakat 

pada Pemilukada Kota Padang cukup memprihatinkan. Dari 561.189 total 

pemilih yang terdaftar secara resmi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD 

Kota Padang, yang ikut menggunakan hak suaranya pada Pemilukada Kota 

Padang putaran pertama hanya berjumlah sebanyak 315.966 suara. Sedangkan 

masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 245.223 

suara. Sehingga dari jumlah angka tersebut, partisipasi politik masyarakat Kota 

Padang pada Pemilukada Kota Padang tergolong sangat rendah. Pada tabel 

dibawah ini dapat kita lihat tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang 

pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada putaran pertama : 
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Tabel. 1.1 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 

Pemilukada Kota Padang Putaran I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : KPUD Kota Padang Tahun 2014 

 

Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Padang pada 

Pemilukada Walikota dan Walikota Padang pada putaran pertama memberikan 

bukti nyata bahwa tingkat Golput di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini cukup 

tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya KPUD Kota Padang selaku 

lembaga penyelenggara Pemilukada Kota Padang mengevaluasi penyebab 

utama atas permasalahan yang terjadi terkait dengan rendahnya partisipasi 

politik masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat dihindari pada pelaksanaan 

Pemilukada Kota Padang putaran kedua. Akan tetapi, pada penyelenggaraan 

Pemilukada Kota Padang putaran kedua, kondisi yang terjadi malah 

sebaliknya. Tingkat golput masyarakat semakin meningkat yaitu naik sekitar 

4.1% dari pada putaran pertama. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat tingkat 

partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan 

Wakil Walikota Padang pada putaran kedua : 
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Tabel. 1.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 

Pemilukada Kota Padang Putaran II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPUD Kota Padang Tahun 2014 

Berdasakan tabel diatas, dari jumlah pemilih masyarakat Kota Padang 

yang terdiri dari 11 Kecamatan secara keseluruhan dapat dilihat bahwa masih 

tingginya angka tidak memilih atau golput pada Pemilihan umum kepala 

daerah Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. 

Jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada 

Kota Padang putaran pertama sebanyak 245.223 suara dan pada putaran kedua 

naik menjadi 268.923 suara dari jumlah keseluruhan DPT yaitu 561.189 pada 

putaran pertama dan 560.285 pada putaran kedua. Jika dilihat dari 11 

Kecamatan yang ada di Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan Wakil 

Walikota Padang periode 2013-2018 yang diselenggarakan dengan dua kali 

putaran pemilihan, Kecamatan Koto Tangah memiliki angka tidak memilih 

atau golput yang paling tinggi, yaitu sebanyak 49.119 pada putaran pertama 
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dan 53.513 pada putaran kedua. Karena alasan itulah, Kecamatan Koto Tangah 

dipilih oleh penulis menjadi lokasi untuk diadakannya penelitian ini. 

Menurut SP Varma (2001:295) tejadinya golput dinegara berkembang 

seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme. Di negara 

berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai 

demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan 

mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, 

karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses 

demokratisasi. 

Menurut Subagio (2008: 12) golput juga dimaknai sebagai perilaku 

apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan 

oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami 

pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan 

pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan 

nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa 

tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama 

sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat 

terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politic dan kekerasan politik 

dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik. 

Sementara itu Priyatmoko (1992:2) mengartikan golput sebagai 

keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik 

pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa 
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kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan 

perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat. Lain kata, masyarakat dalam 

taraf ini telah berada dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa 

setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara 

seimbang. 

Dalam sistem politik yang demokratis, menggunakan hak pilih akan 

lebih efektif untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil posisi 

golput. Menggunakan hak pilih merupakan upaya optimal untuk membuat 

perubahan yang diinginkan menjadi lebih nyata.  Kesuksesan Pemilu ditopang 

antara lain oleh tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Jika dilihat dengan 

fakta yang terjadi pada Pemilukada Kota Padang tepatnya di Kecamatan Koto 

Tangah yang memiliki tingkat golput masyarakat yang cukup tinggi, sangat 

bertolak belakang dengan makna sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa 

Indonesia. Padahal di negara yang menganut paham demokrasi sangat 

diharapkan kontribusi masyarakatnya untuk ikut berperan serta dalam 

menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai 

wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut menentukan pemimpin 

yang baik di daerah mereka. Namun pada kenyataannya kesadaran politik 

masyarakat Kecamatan Koto Tangah masih tergolong cukup rendah. Hal ini 

dibuktikan dengan tingginya angka golput pada Kecamatan ini. 

Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terbesar diantara 

kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Dari rekapitulasi hasil Pemilukada 

Kota Padang 2013 kemarin oleh KPU Kota Padang, tercatat Kecamatan Koto 
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Tangah merupakan salah satu kecamatan dengan angka golongan putih 

tertinggi diantara sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang. Pada 

Pemilukada Kota Padang putaran pertama yang dilaksanakan tanggal 30 

Oktober 2013 lalu yang diikuti oleh sepuluh pasangan calon Walikota dan 

Wakil Walikota, tercatat dari 113.091 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 

Kecamatan Koto Tangah hanya 63.972 saja yang menggunakan hak suaranya. 

Berarti jika dipersentasekan, hanya 57% yang ikut memilih dan sekitar 43% 

dapat dikatakan sebagai bagian dari golongan putih (golput). Sedangkan pada 

putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014, yang hanya 

diikuti oleh dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di Kecamatan 

Koto Tangah tercatat dari 113.047 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya sebanyak 

59.534 saja yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jika 

dipersentasekan, hanya sekitar 54,3%  saja yang ikut memilih dan yang 

menjadi bagian dari golongan putih ada sekitar 45,7%. Dari data tersebut dapat 

dilihat terjadinya peningkatan angka golongan putih di Kecamatan Koto 

Tangah sebanyak 2.7% dari putaran pertama ke putaran kedua. 

Hal tersebut disebabkan adanya sikap masa bodoh, tidak adanya 

perhatian dan minat terhadap gejala sosial politik termasuk kegiatan politik. 

Pemilu menurut mereka adalah bagian dari kegiatan politik, sehingga tidaklah 

perlu memberi kontribusi pada pemilu tersebut, hal ini yang diindikasi 

menyebabkan adanya golput. Golput dalam pemilihan merupakan hak warga 

negara, namun alangkah baiknya apabila hak suara mereka dapat dipergunakan 

untuk memilih pemimpin yang tepat, karena satu suara pun sangat 
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berpengaruh. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Perilaku Golongan Putih 

(Golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-

2018 di Kecamatan Koto Tangah”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah, yaitu: 

1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Padang pada Pemilukada 

Walikota dan Walikota Padang memberikan bukti nyata bahwa tingkat 

Golput di Ibukota Provinsi Sumatera Barat ini cukup tinggi di bandingkan 

daerah lain. 

2. Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki 

angka golput paling tinggi dibandingkan Kecamatan yang lainnya Pada 

Pemilukada Kota Padang. 

3. Tingginya tingkat golput masyarakat Kecamatan Koto Tangah disebabkan 

oleh beberapa faktor salah satunya sikap apatis masyarakat dalam 

pelaksanaan Pemilukada Kota Padang. 

4. Kurangnya pembekalan pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan 

Pemilukada oleh KPU Kota Padang selaku lembaga penyelenggara pemilu. 

C. Batasan Masalah 

Pemilihan kepala daerah Kota Padang merupakan sarana bagi 

masyarakat untuk memilih wakilnya dalam menyampaikan aspirasinya. Akan 

tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang 

enggan berpartisipasi untuk menggunakan hak suara mereka dan lebih memilih 
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untuk berperilaku non-voting terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Padang 

yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. Untuk itulah penulis 

ingin melihat penyebab timbulnya perilaku golput masyarakat pada 

pelaksanaan Pemilukada Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali 

putaran pemilihan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan oleh KPUD Kota Padang dalam menangani perilaku golput 

masyarakat untuk pemilu yang akan datang.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka golongan putih di 

Kecamatan Koto Tangah pada pelaksanaan Pemilukada Kota? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam 

meminimalisir golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kota Padang 

yang akan datang? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini secara umum bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka golongan 

putih di Kecamatan Koto Tangah pada pelaksanaan Pemilukada Kota 

Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam 

meminimalisir golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kota Padang 

yang akan datang. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan khazanah keilmuan terkait dalam bidang politik. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat penulisan ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran 

empiris kepada penulis, KPUD Kota Padang, masyarakat, pemerintah serta 

peneliti selanjutnya berkaitan dengan penyebab munculnya sikap golput 

apatis masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Padang 2013 

khususnya di Kecamatan Koto Tangah. Tentunya hal ini juga dapat melihat 

upaya yang dilakukan untuk menganani sikap apatis masyarakat pada 

Pemilu selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


